BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No0.1796, 2014 KEMENPAN RB. Pengamat Tera. Jabatan
Fungsional. Angka Kredit.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT TERA DAN ANGKA KREDITNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan
peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil
yang melaksanakan Kkegiatan pengamatan tera,
perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Pengamat Tera
dan Angka Kreditnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang
Jabatan Fungsional Pengamat Tera dan Angka
Kreditnya,;

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang
Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
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Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang
Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau
Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat
Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3283);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987
tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan
Satuan Lain Yang Berlaku (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3351);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5121);

Peraturan Pemerintan Nomor 97 Tahun 2000
tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintanh Nomor 54 Tahun 2003
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4332);

Peraturan Pemerintanh Nomor 98 Tahun 2000
tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4016), sebagaimana telah dua kali diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun
2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5467);
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Peraturan Pemerintanh Nomor 99 Tahun 2000
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4193);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000
tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintanh Nomor 63 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 164);

Peraturan Pemerintanh Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135);

Peraturan Pemerintanh Nomor 46 Tahun 2011
tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5258);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 125);

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi
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Eselon | Kementerian Negara sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);

15. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT TERA DAN ANGKA

KREDITNYA.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Pengamat Tera adalah jabatan yang mempunyai
ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan
pengamatan tera sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pengamat Tera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang
berwenang untuk melakukan pengamatan tera.

3. Pengamatan Tera adalah tindakan mengamati atau memantau
penerapan ketentuan mengenai alat-alat ukur, takar, timbang, dan
perlengkapannya, barang dalam keadaan terbungkus, dan satuan
ukuran untuk mencegah terjadinya tindak pidana sebagaimana diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh
pengamat tera.

4. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang
selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

5. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT
adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukan ke dalam
kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak
kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan
dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau
dipamerkan.
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6. Satuan Ukuran adalah satuan yang merupakan ukuran dari satuan
suatu besaran berdasarkan peraturan perundang-undangan.

7. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengamat Tera yang
selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim penilai yang dibentuk dan
ditetapkan oleh pejabat berwenang, dan bertugas untuk menilai
prestasi kerja Pengamat Tera.

8. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau
akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengamat
Tera dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

9. Karya Tulis/Karya llmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, hasil
penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi yang disusun oleh
perorangan atau kelompok di bidang pengamatan Metrologi Legal.

10. Penghargaan/Tanda Jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan
oleh pemerintah berupa Satyalancana Karya Satya sesuai peraturan
perundang-undangan.

11. Organisasi Profesi adalah organisasi profesi Pengamat Tera
BAB I
RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN
TUGAS POKOK
Pasal 2

Jabatan Fungsional Pengamat Tera termasuk dalam rumpun pengawas
kualitas dan keamanan.

Pasal 3

(1) Pengamat Tera berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di
bidang pengamatan tera pada instansi pemerintah baik pusat maupun
daerah.

(2) Pengamat Tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
jabatan Aparatur Sipil Negara.

Pasal 4

Tugas pokok Jabatan Fungsional Pengamat Tera yakni melakukan
pengamatan tera meliputi pengamatan UTTP, pengamatan BDKT,
pengamatan penggunaan satuan ukuran, penyuluhan masyarakat, dan
penanganan pengaduan masyarakat.

BAB IlI
INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA
Pasal 5

(1) Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengamat Tera yaitu Kementerian
Perdagangan.
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